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ABSTRAK 

 

Pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2017 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 

2020 tentang Peraturan Pelasanaan Jasa Konstruksi untuk tujuan dari 

pembangunan yaitu kesejahteraan rakyat dapat tercapai. Namun karena 

tidak ada klausul yang dibakukan demi menjaga kebebasan berkontrak, 

justru memberikan ruang untuk para pihak membuat klausula eksonerasi 

yaitu pemindahan tanggung jawab kepada pihak lain secara tidak wajar 

yang mengakibatkan kerugian salah satu pihak dan bersifat  sangat berat 

sebelah. Pertanyaannya apakah klausula eksonerasi dapat diterapkan 

dalam perjanjian? Bagaimana pembatasan mengenai hal tersebut? 

Penelitian dilangsungkan secara yuridis normatif. Penulis 

membandingkan peraturan dengan standar kontrak konstruksi FIDIC. 

Penelitian ini akan dilakukan secara deskriptif analisis. Data yang ada 

dengan akan diolah dengan studi pustaka . 

Hasil penelitian menunjukkan peraturan mengenai jasa konstruksi 

juga tidak menyebutkan klausula-klausula secara terperinci. Hal ini dapat 

menyebabkan kekosongan hukum bila para pihak tidak mengaturnya 

secara lengkap. Bila terjadi hal-hal yang tidak diatur dalam kontrak, 

termasuk resiko-resiko yang tidak dipikirkan para pihak dalam membuat 

kontrak, dapat berdampak pada pada terganggunya jasa konstruksi atau 

bahkan menyebabkan jasa konstruksi yang tidak terselesaikan dan 

menimbulkan kerugian para pihak.  

Kesimpulan penelitian ini adalah perlu diterapkan suatu standar 

kontrak konstruksi yang lengkap dan terperinci untuk mengisi kekosongan 

hukum sehingga menciptakan lingkungan jasa konstruksi yang maju. 
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